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Alur Presentasi

1. Pembatalan Pemilu 2024 serta Perpanjangan
Jabatan Melanggar Konstitusi.

2. Pelanggaran Konstitusi TIDAK BOLEH
dibenarkan dengan Perubahan UUD 1945

sekalipun

3. Jika Tidak tegas melarang, apalagi
menginisiasi pelanggaran konstitusi,
Presiden terjebak pengkhianatan terhadap
negara dan berpotensi dimakzulkan
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Penundaan Pemilu Berdasarkan NELDA:
» 1945 - 2015 = 145 Negara yang berpengalaman melakukan
penundaan Pemilu (suspended election)

» Masa Covid
- 2020 - 2022 > 80 Negara dan Teritori menunda Pemilu

- 2020 - 2022 > 160 negara dan teritori yang
menyelenggarakan Pemilu

National Elections
Across Democracy

and Autocracy

Principal Investigators
Susan D. Hyde

University of California, Berkeley

2 (Situs International IDEA, 26 Februari 2022)

Nikolay Marinov
University of Houston

COUNTRIES SOURCES DATA ACCESS

Namun penangguhan demikian harus diputuskan dengan pertimbangan objektif dan murni semata-mata
untuk menyelamatkan negara-bangsa. Karena penundaan pemilu mengandung paradoks, meskipun
dimungkinkan—bahkan diperlukan, tetap dapat menimbulkan ketidakpastian, membahayakan
kehidupan demokrasi, dan berpotensi melahirkan ketidakpercayaan pada sistem bernegara. Kondisi
diperlukan di satu sisi, namun membahayakan pada sisi yang lain itulah, yang disebut dengan istilah
“‘postponement paradox” (James dan Alihodzic: 2000).

Oleh karena itu, alasan melakukan penundaan harus betul-betul dikaji dan diuji. Tanpa niatan yang murni
dan tulus dari para pengambil keputusan bemegara, maka penundaan pemilu bukanlah jalan menuju
penyelamatan, tetapi justru tergelincir ke jurang penghancuran kehidupan berbangsa.
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Saat PAN, PKB, dan Golkar Satu Suara
Soal Perpanjangan Jabatan Presiden...
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LGP: 3 Ketum Parpol Wacanakan
Penundaan Pemilu 2024 karena
Elektabilitas Rendah
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) Penundaan Pemilu 2024!
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Pemilu 2024

Elite PKB, Golkar, dan PAN
Usulkan Pemilu Ditunda, tapi
Basis Massanya Ingin Sebaliknya

Selasa, 1 Maret 2022 16:03 WIB
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Presiden Jokowi, Jaminan Surga,
dan Pembatalan Pemilu 2024

Surat Terbuka Kepada Presiden
Joko Widodo

&

INTEGRITY

», INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT,
CONSTITUTION, AND SOCIETY

INTEGRITY

», INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT,
CONSTITUTION, AND SOCIETY

Maret 6, 2022 ¢ 14 Comments

il Article Views : 4.405
Surat Terbuka Kepada Presiden Joko
Widodo

https://www.integritylawfirm.id/

Masa Jabatan Presiden
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Di tengah kondisi
pandemi Covid-19,
ruang publik dijejali
wacana perubahan
kelima UUD 1945,

Y alah sutu isu puling adalah
b diskursus perubuhan masa jabatan
presiden menjadi maksimal tiga
penode. Sal

th satu perbedaan mendasar
em republik de
monarki adalah

ay 8
lah \.m urat nadi \nu. i
lah ;wmh'nm\'m n
iden.
perubahan konstitusi
donesianis dan Guru Be:
Law School, mengatakan,
any ather, th
statement of |
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Ia tegas nu
an masa jabatan presiden mak-
nva dua periode adalah pesan
¢ terang benderang yang men

antarkan transisi Indonesia duri kege-
lapan rezim otoriter Orde Baru,

Dalam sejarah Amerika, negara yung
melnhirkan sistem presidensial, sema
ngal pembatasan atan awalnya
bertaku karena o uJ\m kepemimpinan
Presiden Pertama AS George Washing
ton (1789-1797) punya kesempatan yang
terbuka lel h,u untuk menduduki periode
ketiga, jiwa hesar ia
mennlakny
ksimal dua periode u-pwmdf-mn.
Sayangnya, Presiden Franklin I} Ro-
osevelt (1933-1945) mematahkan tradisi
itu dengan memenangi periode jabatan
keempat di 1944 meski hanya menjabat
kurang dari 3 bulan dan meninggal &
rena sakit. Roosevelt satu-satunya pres
den yang menjabat lebih dasi dua peri-
ude karena, sclekihnya, Amendemen
Ke-22 Konstitusi membatasi maksimal

pini Saya

Garu Besur Hukum fate Negaru, Senior Partner Imlegrity Low Firm

dua periode jabatan kepresidenan.
Scjuk penerupan Amendemen Ke-2
sempial muncul beberapa godsan, Presi
den Harry Tramin Il\wg)ﬂ Eisenhower,
wald Reagan berpendapat pem-
mal dna perinde jabatan
enan bertentangan dengan ke-
behasan rakyat untuk memilih presiden
yang mereka inginkan.
Tentang konstannys godaan perpan-
jangan jabatan presiden dan merujuk
pads empat periode Roosevelt, yang
membuatnya hampir tak berjarak de-
ngun ciri kergjaan. muncul istilah "The
Imperiol Presidency”.

Lima jenis pembatasan

an Arendt Lijg
masa jabatan kedua (no re-election), ti
dak boleh ada masa jahatan yang Tang
sung hevlanjut (io immediate re-elevti
dan maksimal dua

2000 dan 2015, ada 15 pumr\pm Afrika
yang mengubah konstitust negara, hanya
empat yang gagal. Mercka me nghapus
batasan jabatan presiden dan tertular
i ketiga kepresidenan.

ganda Yoweri Museveni
gan kesadaran penuh “membeli”
lenn an untuk mengubah konstitusi di
rang menghilangkan pembatasan
abatan, dan me‘nunghmmn dia
at tiga periode. Kasus di Burundi
dan Rwanda menyiratkan modus ope-
randi sama, yakni presiden petshana
berhasil memanip! dukungin par-
lemen dan menshilungken pembatasan
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g one re-election), Konsep \'mx kali
masa jahatan diterapkan di Filipina,
yang memhatasi presiden hanya untuk
enam tahun dan tidak dapat dipilih
kembali. Adapun model tidak boleh di-
pilih dalam periode jabatan yang lang-
sung berurutan diterapkan di Peru, Ni-
L'u‘.:u;u.n dan Ilnmuuhn

yang mene-
rapkan maksimal dua periode, termasuk
Indonesia  pascareformasi  konstitusi
1999-2002, yang mengatur dua kali masa
jubatan lima tahun, dan Amerika pas-
ca-Amendemen Ke-22 dengan dua kuli
misa jabatun empat tahun

Di Juar konsep Lijphart, ada dua mo
del pembatasan Tain, yaitu: tanpa pem
hatasan (o lmitation) dan sturan yang
memunglkinkan untuk dipilih lagi lebih
dari satu kali Grore tha one re-clection),
Konsep tanpa pembatasan pernah kita
terapkan di era Orde Lama dan Orde
Baru, vang uwnplndu lc\n e
umur hidup”, sed
lihan kembali lebih dari satu ka
model yang menjadi pintu m:
lahimya presiden dengan mas
maksimal tiga kali.
Pandemi termisme ketiga

Kalou Covid-19 bermula di Chinga,
wabah thind termism, atau virus termis
me ketign merebak di Afrika. Antara

Menolak Pembatalan Pemilu 2024

Gy Besor Hukum Toto Negarme Sendor Parmer INTEGRITY Lav Fiem

Beberapa Ketua umum
partai politik pendukung
pemerintahan Presiden
Joko Widodo menyam
palkan usulan agar
Pemilihan Umum 2021
ditunda beberapa tahun.

Al tersebut tidak bisa dibiarkan
I*I dan harus ditanggapi dengan se-
rivs Jarens penundasn pemilu
berpotens! menimbulkan krisis konsti-
tusi yang membahayakan kehidupan
berbangsa dan be megara
Salah satu pilar utama yang mendefi-
nisikan negarn demokrutis adalah i
selenggarakannya pemilu yanyg rutin dan
periodik Gregular and periodic eloctions)
Syarnt ini dintur dengan tegas dalam
Pasal 21 Ayat (3) Universal Declaration
of Human Rights. Namun, bukan berurti
pemilu sama sekali tak bisa ditunda
Pusal 4 International Covenant on Civil
and Political Rights memungkinkan da-
lam hal keadaan bahays yang mengan
cam kehidupan suatu bangsa, kewajiban
pelaksanaan pemilu bisa ditangguhkan

Paradoks penundaan

Penundaan pemilu tidaklah ahistoris
Berdusarkan data National Elections
Across Democrcy and Autocracy (Nel
da) antara 1945 dan 2015, ada 144 negara

yang berpengalaman melakukan penun
duan pemilu Guspended election).
Pada masa pandemi

H\Hl 19, antara

ada setidakoya 80 negara dan teritor
yang menunda pemilu meski pada kurun
waktu yang sama ada lebih banyok lagi,
yuitu lebih dari 160 negara dan teritori,
p menyelenggarakan pemily o
gah pandemi  Unternational

Namun, penangguban demikian ha
rus diputuskan dengan pertimbangun
obyektif dan murni semats-mata untuk
menyelamatian negara-bangsa, Karena
penundaan pemilu mengandung para
doks, meskipun dimungkinkan—bahkan
diperiukan—tetap dapat menimbulkan
ketidakpastian, membaohayakan  kehi
dupan demokrasi, dan berpotensi mela
hirkan ketidakpercayaan pada m
bernegnrm. Diperlukan di satu sisi, tetapi
membahayakan di sisi yang lain

denny@integritylawfirm.id

Itulah yang discbut dengan istilah

wastponement paradox” (James dan Al
hodzic: 2000). Oleh karena ity, alisan
melakukan penundaan harus betul-be
tul dikaji dan diujl Tanpa niat yang
mumi dan tulus dari pam pengambil
keputusan bernegara, penundaan pemi-
I bukanlah jalan menuju penyel tan,
melainkan justru tergelincir ke j g
penghancuran kehidupan berbangsa

Beda penundaan dan pembatalan

Hukum tata negarn membedakan an
tara pembatalan (cancellation) dan pe-
nundaan (postponement) pemile. Toby S
James dan Sead Alihodzic dalam artikel
2020, "When is It Democry
and Election? Elections Du
al Disasters, Covid-19, and
y Situations™, membedakun
tujuh jenis kategori tak terjadinya pe-
milu

Ketujuh jenis kategori ity ialah pem
batalan (cancellation), krisis politik dan
konstitusi (crisis postponernent), masa
transisi (frunsition postponement), ma
saloh teknis pemilu (fechnical delay),
kematian kandidat peserta pemilu (cun-
didate death), alusan kemanusiaan (hu
manitarian postponement), dan hasil pe-
milu yang tak diberlakukan (anmulied)
Penundaan bercirikan mundurnya pe
milu hanya dalam kurun waktu yung
sehentar  (time-limited  post,
bulan dalam waktyu lama, apalogi ber-
tahun-tahun, yang lebih nusuk dalam
definisi membatalkan.

Penundaan lebih didorong faktor eks
ternal, termasuk bencana alam atau
not-alam, seperti korom Adapun pem-
batalan lebih didorong nafsu internal
petabana (incumbent) untuk secars sa-
dur memmpas kekuasaan negara, tanpa
melalui proses kontestasi pemilu, yang
dalam bahasa Jumes dun Alihodzic, "o
deliberate statecraft power grab”™. Karena
itu, alasan penundoan lebih mudoh un
tuk divkur dan dibuktikan karena bisa
akan, misalnya akibat
mpa ataupun pandemi

Dalam UU Pemilu kita, penundaan
demikizm dischut pemilu lanjutan atau
susulan. Sementarn alasan pemby
lebih sulit dinkur, bahkan tak jar
disembunyikan, allas kalaupun dir
tukan, bukanlah alssan sebenarnya. Se
hab, petahana, baik eksekutif maupun
legislatif, tak mau mengakui alasan-ala-
san pembatalun yang di antaranyn ada
lah karena/untuk memperpanjang masa

c to

kekunsaannya,
uhan

memprediksi  mereka
kalah poda pemilu yang akan di
srakan, melemahkan partai opo
ur waktu di tengah adanya
isu negatif otas petahana yung sedang
viral (James dan Alihodzic: 2000)
Mencermati usulan tidok menyeleng
garnkan Pemilu 2024, yany diundur be-
berapa tahun, tentu lebilh menguntung:
kan petahana karena masa jabatan pre
siden-wakil presiden, parlemen, dun ke
pala daerah diinginkan otomatis diper
panjang. Usulan demikian tidak tepat
disebut penundaan yang masih mungkin
dilakukan dan konstitusional, tetapi le-
bih tepat sehagai pembatalan yang nya
ta-nyata bertabrakan dengan konstitusi

Pengakalan konstitusi

Berbeda dengan penundaan pemilu
yung memang dimungkinkan dengan tu
juan menyelamatian negara bangsa dan
demi kepentingan mkyal semata, pem
batalan pemilu karena ingin tetap berku
usa tanpa pemilu adaloh pelanggaran
konstitusi (constitutional breoaches) se
hingga sama sekali tak dapat dibenarkan.
Pembatalan Pemilu 2024 alan melang
@i prinsip negara hukum dan pemilu
rutin lima tahunan (Pasal 1| Ayat (3) dan
Pasal Ayat (1) UUD 1945)

Adapun perpanjangan masa jabatan
presiden-wakil presiden dan parlemen
(DPR. DPD, DPRD) dan kepala daerah
akan men: k pasal-pasal tentang ma
sa jabatan dan cara pengisian jubatan
vang distur melalui pemilu

Kalaupun ada pemikiran

untuk

mengubah UUD 1945 agar pembatalan
dan perpanjangan masa jabatan itu men
Jadi scolali-olah konstitusional, hal de
mildan tetap saja tak dapot dibenarkan

Secara prosedural perubahan, bisa sa
ja ada pasal yang dibust untuk mele
timasi usulan  pembatalan  Pemilu
4, tetapi sccam substansiol peru
bahan konstitusi vang menjudi alasan
pembenar pelanggiran konstitusi untuk
membatalkan pemilu—nyata-nyata ber
tentangan dengan prinsip dasar  kon-
stitusionalisme, yuitu pembatasan  ke-
kussnan (mitation of power)

Logikanya, jika Presiden BJ Habibie
dapat memajukan Pemilu 1999 bahkan
tanpa perubahan konstitusi sekalipun,
karens itu o dengan mengurangi
nafsu-kuasa, maka rencana pembatalan
Pemily 2024 dan memperpanjung mosa
jabatan sendiri tak boleh dilakulkan, bah-
kan dengan akal-akalan perubahan UUD
1945 sekalipun, karena sejatinyn me
nunjukkan nafsu menambah kuasa

Perubahan konstitusi untuk melegi-
timasi pelangran  konstitusi berten-
tungan \Irnuun moralitas konstitusi (con
stitutional morality) itu Mllhll yang se-
b hukum
lin memben ruang bagi pvl AngEaran atias
dirinya. Itu sebabnyn, sumpah jabatan
presiden-wakil presiden adalah "meme
gang teguh UUD dengan selurus-lurus-
nya”. Membiarkan perubahan UUD 1945
yang melanggar konstitusi tentu bulan
bentuk penghormatan memegang tegub,
melainkan adalah tindakan pelecehan
konstitusi (contermpt of the constitution).

Lehih jauh, perubahan konstitusi un-
tuk membatalkan pemilu, dan berkonse

uensi memperpanjong masa jabatan
pengubah konstitusi itu sendiri, adaluh
bentuk amendemen yung samt benturan
kepentingan, karena itu harus ditolale
Apulugi perubahan konstitusi, untuk me

legitimasi pelanggaran konstitusi berten-
tangan dengan negara hukum (rechiss
fuar) dan lebih mencerminkan tindakan
negars mfsu-kuasa (machtsstout).

Singkatnys, mengubah UUD 1945 un
tuk melegitimasi pembatalan  Pemilu
2024, dan memperpanjang masa jabatan
sendiri, yang nyata-nyata bertentangan
dengan  konstitusi, bukanlah  langkah
perubahan konstitusi yang konstitusio
nal. melainkan tipu muslibhat pengakalan
konstitusi yang amoral. [tulah sehabnya,
usulan pembatalan Pemilu 2024—de-
ngun Perubahan UUD 1945 sekalipun
harus ditolak dengan tegas dan keras.

RILIS MEDIA
Perpanjangan Jabatan Presiden ataupun
Penundaan Pemilu 2024 adalah Pelecehan Konstitusi

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Guru Besar Hukum Tata Negara
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

Dari Melbourne (Australia), saya dengan cemas dan gusar mengikuti perkembangan politik-hukum konstitusi
di tanah air. Dalam hari-han ini, partai-partai koalisi pemerintah (PKB, Golkar, PAN, Nasdem, PPP),
menyatakan dukungannya bagi penundaan pemilu 2024. Baru PDI Perjuengan yang secara terbuka
menyatakan penolakannya, yang belum tahu juga apakah tetap bisa bertahan dan fidak tergoyahkan. Ingat,
penundaan pemilu berarti pula perpanjangan jabatan presiden dan parlemen—serta pula kepala daerah

Ini adalah perkembangan yang memalukan, sekaligus membahayakan, karena itu harus pula ditanggapi
dengan serius dan cepat. Wacana penundaan pemilu, sebenarnya adalah bentuk pelanggaran konstitusi
yang telanjang alias pelecehan atas konstitusi (contempt of the constitution). Dalam teon ketatanegaraan
pelanggaran atas konstitusi hanya dimungkinkan dalam situasi sangat darurat, hanya demi menyelamatkan
negara dari ancaman serius yang berpotensi menghilangkan negara. Sejarah Indonesia mencatat,
pembubaran Konstituante dan kembali ke UUD 1945, melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sebagai salah satu
pelanggaran konstitusi, yang akhirnya diakui menjadi sumber hukum bernegara yang sah dan berfaku.

Namun alasan pelanggaran konstitusl harus jelas untuk penyelamatan negara dan melindungi seluruh rakyat
Indonesia (for the sake of the nation and the people). Ukurannya adalah dampak dari lindakan pelanggaran
konsitusi harus semata-mata demi menyelamatkan negara bangsa. Ihdikator penting lainnya adalah
pembatasan kekuasaan (fmifation of power) dan penhormatan terhadap hak asasi manusia sebagai pilar
pilar utama dari prinsip konstitusionalisme

Maka, dengan parameter demikian, menunda pemiu 2024, menambah masa jabalan presiden,
memperpanjang masa jabatan parlemen, dan kepala daerah, nyata-nyata adalah potret pelanggaran
konstitusi yang berjamaah, karena lebih didasari pada dahaga atas kekuasaan semata (machtsstaaf) dan
bukan berdasarkan perjuangan gaknya negara hukum (rechtsstaat).

Kalaupun prosedur perubahan konstitusi dilakukan, maka perubahan yang dilakukan dengan melanggar
prinsip konstitusionalisme yang pondasi dasarnya adalah pembatasan kekuasaan, adalah batal demi
konstitusi itu sendiri (constitutionally invalid). Samas sekali tidak boleh konstitusi diubah untuk melegitimasi
pelanggaran konstitusi, apalagi disalahgunakan untuk memperbesar kekuasaan, yang justru seharusnya
dibatasi oleh konstitusi itu sendiri. Tidak boleh konstitusi disalahgunakan untuk memberikan legitimasi, atas
penumpukan kekuasaan yang sejatinya melanggar maksud dan tujuan hadimya hukum dasar konstitusi itu
sendiri.

Kalau rencana pelecehan massal konstitusi ini terus dilanjutkan, maka kita sebagai anak bangsa harus
berteriak lantang untuk menolaknya. Kita harus menyadarkan elit negen bahwa konstitusi harus dihormati,
bukan dilecehkan. Seharusnya Presiden Jokowi, sebagai Kepala Negara harus segera meluruskan
pelanggaran serius ini. Itu kalau Beliau serius dengan sumpah jabatannya di atas Al Quran untuk
menjalankan konstitusi dengan selurus-lurusnya, dan jika Beliau tidak ingin dianggap sebagai bagian dari
pelaku yang jusru mengorkestrasi pelanggaran konstitusi bemegara tersebut.

Elemen masyarakat madani tidak boleh membiarkan kesalahan mendasar ini dan harus melakukan
konsolidasi dan penolakan keras. Jangan sampai kita terlambat, hingga yang melakukan pelurusan sejarah
adalah hukum alam-sunatullah.

Ayo selamatkan Indonesia kita!
Salam hormat,

Denny Indrayana
(+62817726299)



Terang- Benderang Melanggar Konstitusi

Denny Indrayana: Usul Penundaan Pembatalan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan adalah
Pemilu 2024 Pelanggaran Konstitusi sikap yang terang-benderang menabrak UUD 1945.
Berjamaah -

Reporter. Dewi Nurita
Editor: Amirullah

Jumat, 25 Februari 2022 16:29 WIB

Indonesia negara hukum, Pasal 1 ayat (3). Menghilangkan
pemilu menyebabkan Indonesia lebih mengedepankan
negara berdasarkan nafsu kekuasaan belaka (machtstaat),
dan jauh menyimpang dari negara berdasarkan hukum
(rechtstaat).

Perpanjangan masa jabatan petahana Presiden-Wakil
Presiden, parlemen pusat dan daerah, bahkan Kkepala
daerah, jelas-jelas bertentangan dengan, Pasal 7; anggota
DPR, DPD, dan DPRD dipilih melalui pemilu, Pasal 19 ayat
(1), 22C ayat (1); dan 18 ayat (3); kepala daerah dipilih
secara demokratis, Pasal 18 ayat (4); dan

Pemilu yang dibatalkan bertentangan pemilihan umum
dilaksanakan berkala setiap lima tahun, Pasal 22E ayat (1).

denny@integritylawfirm.id




Pernyataan Presiden Bersayap

Presiden: Taat, * Menyatakan taat, tunduk dan patuh pada

konstitusi
Tunduk, Patuh » Atas nama demokrasi tidak tegas melarang

pada Konstitusi dan menghentikan rencana pembatalan

Presiden Joko Widodo menvatakan, dirinva akan taat, u
tunduk, dan patuh pada konstitusi. Hal ini disampaikan eml u
terkait adanva polemik penundaan pemilu.

M&. e | Ini BUKAN kali pertama Presiden berbahasa
!_i_lﬁiﬁi e lﬂli__._r!-__l MENDUA
"""" ‘| | = Sudah dilakukan di banyak kesempatan
i“w-o| |« Salah satunya dalam Perubahan UU KPK

* Menyalahkan inisiatif DPR, padahal
o Presiden punya kewenangan tidak
TR | o R membahas dan tidak menyetujui

an (masa jabatan presiden),
mentert atau partal politik, ka-

Januari lalu. Usulan ini kem- Surmiber. Pembenitasn Kompas, Diolsh Litkang Knmpas AT

bali menghangat sepekan ter- I FUNGIAR LK GLINAWAN 9

2 Desember 2019
T:r ngomong presiden
tiga pe artin

tiga ."?-!'II ]
MenNampar muks saya.

15 Maret 2021

&
enggak ber .I| b, Say

rena ini kan demokrasi. Bebas .
saja berpendapat. Tetapi, ka- PLIMYA LA
lan sudah pada pelaksanaan, RETIQA, Ingin
semuanya harus tunduk dan MEMNJErLImLE -
taat pada konstitusi,” ujar Pre- kan. ltu 533
siden kepada Kompas di Istana
Bogor, Jawa Barat, Jumat
(4/3/2022).

"Kita bukan hanya taat dan

& Maret 2022

denny@integritylawfirm.id
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Jangan Mudah Percaya Omongan
Jokowi, Prof Azyumardi: Apa yang
Dikatakan Selalu Berlawanan
Dengan Apa yang Dilakukan!

Muh Ikhsan
3 Mar 2022 1:41 WITA

KOMPAS

JERNIH MELIHAT DUNIA 2

e

Kompas.com > News > Nasional

Jokowi Dulu Bilang Isu Perpanjangan
Masa Jabatan Presiden Tampar
Mukanya, Kini Sebut Itu Bagian
Demokrasi

Kompas.com, 5 Maret 2022, 11:10 WIB

https://nasional.kompas.com/read/2022/03/05/111029
71/jokowi-dulu-bilang-isu-perpanjangan-masa-
jabatan-presiden-tampar-mukanya?page=all

Akhirnya Jokowi Buka Suara: Janji Patuhi Konstitusi, tapi Sebut
Wacana Penundaan Pemilu Tak Bisa Dilarang

BAGIKAN: v

https://nasional.kompas.com/read/2022/03/05/095807

11/akhirnya-jokowi-buka-suara-janji-patuhi-konstitusi-
tapi-sebut-wacana?page=all

10 =—
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Sikap Acuh Tak Acuh Presiden

“Bukan Urusan Saya”

Semua permasalahan memang bukanlah menjadi menjadi tugas pokok Presiden. Kerena
Presiden sudah memiliki Menteri, Staf dan lain-lain untuk membantu. Namun terdapat hal-hal
krusial yang mestinya mendapat tanggapan/penyelesaian dari Presiden.

Tugas Presiden Contoh Krusial

 Pelumpuhan/pembunuhan lembaga KPK dengan
mempreteli kewenangannya;

» Karena Korupsi adalah masalah strategis
dan menentukan arah kehidupan, mestinya
Presiden mengambil sikap terhadap RUU
KPK meskipun sebagai usulan DPR.

Ukurannya adalah:

Permasalahan Strategis dan
menentukan arah kehidupan
bangsa

« Pembatalan Pemilu/Perpanjangan Jabatan
Presiden;
» Menegaskan Penolakan bukan
menciptakan keambiguan.

denny@integritylawfirm.id



Jangan Lengah, Kl _E:
Hati-hati Jangan @E@
Pengalaman Buruk Bunu

KPK !

1 i Pe ru b a h a n U U K P K Komisi Pemberantasan Korupsi
DRAF REVISI , j ‘“'_; DRAF REVISI —m IR R
2 . Pe ru b a h a n U U DINILA KEBIRIKl.'KA :-_-T KORA.\AMKH B DINILAI KEBIRI KPK - -* — :- -'-;"'_'_.%.-3
Minerba, untuk ‘ 1y Indrayana '

keuntungan Oligarki?

https://www.integritylawfirm.id/wp-content/uploads/Denny-
Indarayana-Jangan-Bunuh-KPK.pdf

12
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Isu Pembatalan Pemilu dan Perpanjangan ﬂ*

Jabatan Jelas Urusan Presiden!

. Sumpah jabatan Presiden jelas-jelas melafazkan memegang teguh dan
melaksanakan UUD dengan selurus-lurusnya..

. Presiden sejatinya adalah pimpinan parpol koalisi pemerintahan. Apakah dalam
sistem presidensial ada koalisi dan oposisi, adalah perdebatan usang. Faktanya,

Melaksanakap di Indonesia ada partai koalisi pendukung pemerintah, dan ada partai yang berada

'apan pemily di luar pemerintah alias oposisi. Jika dalam pemerintahan parlementer, pimpinan
koalisi adalah Perdana Menteri, maka dalam sistem presidensial, sang presiden
adalah chief of executive, chief of state, dan karenanya adalah chief of coalition .

. Dalam politik praktis, presiden bukan hanya menjalankan roda pemerintahan
(eksekutif), tetapi juga bertugas mempengaruhi proses politik di parlemen
(legislatif), dan tentunya di luar parlemen.

. Dalam banyak kerjanya, Presiden harus mengorkestrasi kekuatan parpol koalisi di
pemerintahan dan di parlemen untuk mendukung agenda politiknya, misalnya saja
membuat UU Cipta Kerja, UU Ibu kota Negara, yang super kilat, tanpa partisipasi
publik. Mestinya berlaku juga untuk menghilangkan pikiran pembatalan pemilu
2024 atau perpanjangan masa jabatan.

13 I
denny@integritylawfirm.id
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Memajukan Less Problematic

Memajukan lebih demokratis

FAKTA SEJARAH

Presiden BJ Habibie memajukan pemilu dari
tahun 2002, menjadi 1999.

Meski tanpa mengubah konstitusi.

Semangat reformasi, yang membuka jalan
amandemen konstitusi 1999 — 2002.
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Surat Terbuka Kepada Presiden
Joko Widodo

INTEGRITY

=, INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT,
t: CONSTITUTION, AND SOCIETY

@ Maret 6, 2022 © 14 Comments

iil Article Views :

Isu Pembatalan Pemilu 2024 serta Perpanjangan Jabatan
Harus Tegas Ditolak

. Penundaan pemilu—yang secara konsep ketatanegaraan lebih tepat

merupakan pembatalan—adalah persoalan yang harus disikapi dengan
lebih jelas dan tegas. Tidak boleh mendua. Jangan abu-abu. Ini persoalan
hitam-putih menjalankan konstitusi bernegara.

. Slkap tunduk dan patuh harusnya dikunci dengan pernyataan, stop

membicarakan pembatalan pemilu dan perpanjangan masa jabatan. Titik.
Hitam-putih. Jangan dibuka ruang abu-abu. Jangan dibuka ruang tafsir
yang lain.

. Pembatalan Pemilu 2024 adalah sikap yang terang-benderang menabrak

UUD 1945. Bukan hanya satu, tapi banyak pasal yang dilanggar.

. Semua ahli HTN sepakat menyatakan Pembatalan Pemilu, Perpanjangan

masa jabatan melanggar Konstitusi.

. Pernyataan “Tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan, semuanya harus

tunduk dan taat pada konstitusi”. Dapat bermakna pelaksanaan konstitusi
setelah diubah berdasarkan kepentingan oligarki.

. Ingin melaksanakan pembatalan, maka amandemen konstitus = salah

besar.

denny@integritylawfirm.id
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Soal Jabatan Presiden:
Tiga Periode ataupun Perpanjangan
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- Jabatan Presiden

SEBELUM AMANDEMEN = SESUDAH AMANDEMEN

Tanpa batasan masa jabatan = Dengan batasan masa jabatan

Non-Demokratis ) Demokratis

Tim Lindsey, "more than any other, this amendment was a clear
Statement of political transition from authoritarianism’.




Arendt Lijphart

1 tldak ada masa jabatan kedua

(no re-election);
2 tldak boleh ada masa jabatan

yang berlanjut (no lmmedlate
re-electlon) dan

3 mak5|mal dua kali masa "
Jabatan (only one re- electlon)

denny@integritylawfirm.id

Tiga konsep pembatasan NERERELEIE] preS|den |
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No Limitation Term

More Than One Re-election

(Era Orde baru, Sebelum

Amandemen)

denny@integritylawfirm.id
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No Re-Election

» Satu periode, enam tahun.
Section 4: The President shall not be
eligible for any re-election
» Berangkat dari pengalaman suram
Ferdinand Marcos yang menjadi diktator.
» Selalu ada godaan untuk mengubah klausul
“No Re-Election” ini, tetapi masih gagal.

FILIPINA

2] ——
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No Immediate Re-Election

Konsep tanpa batasan jumlah masa jabatan, tetapi
tidak diperbolehkan untuk langsung dipilih kembali.

Konstitusi Dominika tahun 2010, mengatur:
“The Executive Power is exercised by the [masculine or
feminine] President of the Republic, who will be elected
every four years by direct vote without being able to be
elected for the following constitutional period”.

Mencegah presiden tidak pecah konsentrasi

karena siap-siap pilpres periode selanjutnya.

denny@integritylawfirm.id
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Only One Re-Election

Pasal Il Section 1 Konstitusi Amerika Serikat mengatur
seorang menjadi presiden untuk masa jabatan 4 tahun,
tanpa adanya batasan maksimal masa jabatan.

Indonesia Amerika Serikat

Tahun 1951, melalui amandemen konstitusi
Pasca Amandemen ke-22, pembatasan maksimal dua kali masa
jabatan kepresidenan diterapkan.

No person shall be elected to the office of the President more
2 : | than twice, and no person who has held the office
_ D N NN of President, or acted as President, for more than two years
NN\ A 2 of a term to which some other person was
elected President shall be ~elected to  the . office
of President more than once ... P '

denny@integritylawfirm.id




Periode Ketiga Presiden Jokowi?

\ ¢ Kepentingan siapa?
. « Hanya maksimal tiga kali, atau more
y | than that?
\~=f |Y>=# | 7] Bagaimana posisi PDI-Perjuangan?
: ) | i . (saat ini menyatakan menolak)
M | - Bagaimana posisi partai koalisi?
~=~. . w5~ * Perubahan Konstitusi dengan

- benturan kepentingan (Col).

—

KORAN @ TEMPO

24 I
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HIRD TERMIS

* Termisme ke-3 merebak
di Afrika.

 Antara 2000 - 2015, ada
15 pemimpin Afrika
vang mengubah
konstitusi negara, hanya
empat yang gagal.

Masa Jabatan Presiden

Guru Besur Hukurm fota Negaru, Senicr Pantner Indeygrity Law Fim

"Afa yang hiang oresiden opdin 1o3 penpoe Ity
A13 Iga [manamya | 3 San Ingin
MENAMDT MR
mue, nadanal s
Vang ket Noin menjanumuskarn

Presiden Joko Widodo

Di tengah kondisi
pandemi Covid-19,
ruang publik dijejali
wacana perubahan
kelima UUD 1945,

Salah satu isu puling seksi adalah

diskursus perubuhan masa jabatan

presiden menjadi maksimal liga
peniode. Salah satu perbedaan mendasar
Jabatan presiden di sistem republik de
ngan raja dalam sistem monarki adalah
pembatasan masa jabatan tersebut, Ber-
heda dengan raga, presiden tak menjabat
tanpa hatas, apalagi sevmur hidup

Maka, salah satu urat nadi konstitusi-
onalisme adalah pembatasan masa ja-
batan presiden. Mengomentari hasil
perubahan konstitusi. Tim Lindsey, in-
donesianis dan Guru Besar Melbourne
Law School, mengatakan, "Mave than
any ather, this amendment was a clear
statement of political transition from aut-
horitariamiam”. Ia tegas mengatakan,
pembatasan masa jabatan presiden mak-
simal hanya dus periode adalah pesan
paling terang benderang yang meng-
antarkan transisi Indonesia dari kege-
lapan rezim otoriter Orde Baru,

Dalam sejarah Amerika, negara vang
melohirkan sistem presidensial, sema
ngal pembatasan masa jubatan awalnya
bertaku karena teladan kepemimpinan,
Presiden Pertama AS George Washing
ton (1789-1797) punya kesempatan yang
terbuka Iehar untuk menduduki periode
ketign, Namun, dengan jiwa hesar ia
mennlakonya dan melahirkan preseden
maksimal dua periode kepresidenan,

Sayangnya, Presiden Franklin I Ro-
osevelt (1933-1945) mematahkan tradisi
itu dengan memenangi perinde jabatan
keempat di 1944 meski hanya menjabat
kurang dari 3 bulan dan meninggal ka-
rena sakit. Roosevelt satu-satunya presi-
den yang menjabat lebih dari dua peri-
ode karena, sctelihnya, Amendemen
Ke-22 Konstitusi membatast maksimal

denny@integritylawfirm.id

dua periode jabatan kepresidenan.

Sejuk penerupun Amendemen Ke-22
sempat muncul beberapa goduan, Presi
den Harry Truman, Dwight Eisenhower,
dan Romald Reagan berpendapat pem-
hatasan maksimal dua perinde jabatan
kepresidenan bertentangan dengan ke-
behasan rakyat untuk memilih presiden
vang mereka inginkan.

Tentang konstannya godaan perpan-
jangan jabatan presiden dan merujuk
pada empat pertode Roosevell, yang
membuatnya hampir tak berjarak de-
ngan ciri kerwjaan. muncul istilah "The
Imperiol Presidency”.

Lima jenis pembatasan

Ada lima jenis pembatasan masa ja
batan presiden. Tiga di antaranya ditu
liskan Arendt Lijphart, yaitu: tidak ada
masa jabatan kedun (no reelection), ti-
dak boleh ada masa jabatan yang lang-
sung hevlanjut (o immediate re-electi
an), dan maksimal dua kali masa jabatan
(onfy one re-election), Konsep satu kali
masa jahatan diterapkan di Filipina,
yvang memhatasi presiden hanya untuk
enam tahun dan tidak dapat dipilih
kembali. Adapun model tidak boleh di-
pilih dalam periode jabatan yang lang-
sung berurutan diterapkan di Peru, Ni-
karapua, dan Dominika,

Lebih banyak lagi negara yang mene-
rapkan maksimal dua periode, termasuk
Indonesia  pascareformasi  konstitusi
1999-2002, yvang mengatur dus kali masa
jabatan lima twhun, dan Amerikn pas-
ca-Amendemen Ke-22 dengan dun kali
masa jabatun empat tahun

Di Juar konsep Lijphart, ada dus mo
del pembatasan lain, yaitu: tinpa pem
batasn (no Umitation) dan sturan yvang
memungkinkan untulk dipilih Tagi lebih
dari satu kali Grore thase one re-election)
Konsep tanpa pembatasan pernah kita
terapkan di era Orde Lama dan Orde
Baru, vang menghadivkan presiden “se-
umur hidup”, sedangkan madel pemi-
lihan kembali lebih dari satu kali adalah
model yang menjadi pintu masuk bagi
lahimya presiden dengan masa jabatan
maksimal tiga kali.

Pandemi termisme ketiga

Kalsu Covid-19 bermula di China,
wabah third termism, atau virus tecmis
me ketign merebak di Afrika. Antara

2000 dan 2015, ada 15 pemimpin Afrika
yang mengubah konstitusi negira, hanya
empat vang gagal. Mercka menghapus
batasan jobatan presiden dan tertulor
virus jahatan ketiga kepresidenan.

Presiden Uganda Yoweri Museveni
dengan kesadaran pemuh  “membeli”
parlemen untuk mengubah konstitusi di
2005, yang menghilangkan pembatasan
masa jabatan, dan memungkinkan dia
menjabat tiga periode. Kasus di Burundi
dan Rwanda menyiratkan modus ope-
randi sama, yakni presiden petahana
berhasil memanipulasi dukungan par-
lemen dan menghilungken pembatasan
masy jubatan presiden di konstitusi.

Yang lebth terkini adaluh Presiden
Lansuna Conle dari Guines, yang meng
ubsih konstitusi melalui referendum rak
yat pada 2020, Awalnya menolak ber
bicara soal periode Xetiga, Conte mema-
nipulagi ambisiny dengan mengatakan
tergantumg pada “will of the people”,
keinginan rakvat. Dalam perjalanannya,
menggunakan  jejaring  kekuasaannya
hingga pengadilan, Conte memenjara-
kan pemimpin oposisi dan demonstran
yvang menentang upayanya menjabat ti-
ga periode. Ironisnya, setelah berhasil
memenangi pemilu dan menduduki pe-
rinde ketiga kepresidenan, Conte digu-
lingkan oleh kudeta militer,

Modus Conte sebelumnya juga dila-
kukan oleh Presiden Abdel Fatah el-Sisi
dari Mesir, yang pada April 2019 meng-
ubah pembatasan masa jabatan melalui
referendum, yang memungkinkan dia
menjabat hingga 2030, Serupa, tetapi tak
sama, Juli 2018, Presiden Azali Assoum
an dari Komoro membubarkan mahka
mah konstitusi dan pademen, lalu me
nyelenggarakan referendum yvang mem
perpanjang masa fabatan dan akhirnya
memenangi pilpres pada Maret 2019,

Di Afrika, mewabahnya termisme ke-
Hga menunimkan Repercayaan investor,
meningkatkan ketegangan dalam negeri.
mendorang ¥orupsi, militerisme, dan
tak jarang memicu kekerasan atau bah-
kan perang saudara. Termisme ketiga,
karenanya kemunduran terbesar bagi
transisi demokrasi dan kembali mengha-
dirkan rezim ctoriter {(Mtembu: 2017).

Di Burundi, setelah putusan mahka-
mah konstitusi yang memungkinkan
Presiden Nkurunziza mencalonkan diri
unluk masa jabatan ketiga (Chitzian

HeaYLmANT

tonioa, 2016), sckitar 150000 rukyatnya
terpaksa mengungsi ke negara-negani
tetangga karena pecahnya kerusuhan
pada 26 April 2015, Kehidupan ekonomi
di negara ini termasuk uratan paling
bawah dalam indeks pembangunan ma-
nusia berdasarkan data Bank Dunia,

Relajar dari pengalaman di Afrika
tersehut, periu diambil langkah-langkah
pencegahan yang serfus agar virus pan-
demi termisme ketiga vang banyak me-
nyebar di Afrika tidak sampai menular
ke Indonesia.

Belajar dari bahaya dan pengalsman
menangani Covid-19, Presiden Joko Wi-
dodo tentu paham untuk menjaga jarak
dari godaan yvang menjerumuskan. se-
ring-senng mencuci hati, dan memakai
"masker” agar tidak tertular virus ter-
misme Ketiga yang memang mudsh me-
nudar.

Apalag, dengan kekuatan mayoritus
mutlak kowlisi partainya di parlemen. tuk
terdodu sulit bagi Presiden Jokowi me
manipulast dan merekayasa dukungan
anggota MPR dan mengegolkan amen
demen konstitusi vang menghilangkan
pembatasan masa jabatan presiden,

Namun, becermin dari permyataan
Presiden Jokowi vang dikutip di awal
artikel ini, kita vakin Presiden Jokowi
sudah imun dan telah mendapat vaksin
vang menambah kekebalan dari godaan
virus termisme ketiga. Semoga.

¥ klik.kompas.id/opini
EE8E Baca artikel lainnya

A saputar Opinl
ﬁ( di Kompasid dengan
= memindai OR Code




MENIMBULKAN KRISIS

— MENURUNKAN DEMOKRASI

* Termisme Ke-3 menurunkan kepercayaan investor,
meningkatkan ketegangan dalam negeri, mendorong
korupsi, militerisme, dan tidak jarang memicu
kekerasan atau bahkan perang saudara.

Termisme Ke-3 karenanya adalah kemunduran
terbesar bagi transisi demokrasi dan kembali
menghadirkan rezim otoriter (Mtembu: 2017).

Di Burundi, setelah putusan Mahkamah Konstitusi
yang memungkinkan Presiden Nkurunziza
mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga
(Chatziantoniou, 2016), sekitar sekitar 150.000
rakyatnya terpaksa mengungsi ke negara-negara
tetangga karena pecahnya kerusuhan 26 April 2015.

denny@integritylawfirm.id
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MANIPULASI DUKUNGAN PARLEMEN

* Presiden Uganda Yoweri
Museveni dengan kesadaran
penuh “membeli” parlemen
untuk mengubah Konstitusi di
tahun 2005

* Burundi dan Rwanda juga
menyiratkan modus operandi
vang sama, dimana presiden
petahana berhasil
memanipulasi dukungan
parlemen.

Sumber : https://www.newvision.co.ug/news/1533770/happened-museveni-address-covid-19-
security

denny@integritylawfirm.id
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MANIPULASI REFERENDUM

Presiden Lansana Conté dari Guinea, yang mengubah
konstitusi melalui referendum rakyat pada 2020.

Awalnya menolak berbicara soal periode ketiga, Conté
memanipulasi ambisinya dengan mengatakan tergantung
pada WYUK R A 2] )[4 keinginan rakyat.

Ironinya, setelah berhasil memenangkan pemilu dan

menduduki periode ketiga kepresidenan, Conté baru-baru
saja digulingkan oleh kudeta militer.

Modus Conté, sebelumnya juga dilakukan oleh Presiden
Abdel Fattah el-Sisi dari Mesir, yang pada April 2019
mengubah pembatasan masa jabatan melalui referendum,
vang memungkinkan dia menjabat hingga 2030.

Pada Juli 2018, Presiden Azali Assouman dari Komoro
membubarkan Mahkamah Konstitusi dan Parlemen lalu
menyelenggarakan referendum yang memperpanjang masa
jabatan, dan akhirnya memenangkan pilpres pada Maret
20109.

Sumber : tagar.id

denny@integritylawfirm.id
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Pembatasan Masa Jabatan Presiden
Adalah Urat Nadi Konstitusionalisme
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Demarkasi Utama dengan Otoritarianisme

Tim Lindsey, Indonesianis dan guru
besar Melbourne Law School,
mengatakan, “more than any other,
this amendment was a clear

statement of political transition
from authoritarianism’

Tim Lindsey, ’'Indonesian Constitutional Reform: Muddling Towards
Democracy’ (2002) 6 Singapore Journal of International and
Comparative Law 244, 276 — 277
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2| Wacana Perubahan UUD Untuk Membatalkan Pemilu 2024 serta
Memperpanjang Jabatan Presiden = Pelecehan Konstitusi
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Secara Teori Constitution-Making

INDONESIAN “- '
CONSTITUTIONAL [ ¢

REFORM

= 19992002 —

DISERTASI SAYA Tentang
Amandemen UUD 1945

A TYNOILNLILSNOD NYISINOANI

AN EVALUATION
OF CONSTITUTION-MAKING
IN TRANSITION Antara Mitos

* https://www.integritylawfirm.id/buku/

¢00Z-6661 WO

%53 DENNY INDRAYANA, Ph.D

SYAHON  ovovwno LD O
; ‘ NYA3 NY
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TIDAK ADA Model Baku
Reformasi Konstitusi

Neskipun demikian ADA Key Elements
" Democratic Substance
v’ Limitation of Powers
v’ Protection of Human Rights
= Democratic Process
v'Public Participation.

denny@integritylawfirm.id



Menuju konstitusi yang lebih demokratis

Pembatasan kekuasaan, bukan justru

membuka SBUSCIORPOWES.

Perlindungan HAM, bukan justru
melanggar HAM.

denny@integritylawfirm.id
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Next Amandements

Penguatan Bikameral: DPD

Penguatan Perlindungan HAM:
Constitutional Complaint di MK

Penguatan Rule of Law

Bukan hal tabu
LIVING Constitution




Rule of Law — Penguatan Independent Agencies

*Pemilu yang Free and fair: KPU.

*Menguatkan Good Governance: KPK

*Menguatkan Kebebasan Pers: Komisi Pers Indonesia.
*Menguatkan Perlindungan HAM: Komnas HAM.

*Menguatkan Sistem Penegakan Hukum yang Adil dan
Merdeka: Komisi Yudisial.

denny@integritylawfirm.id



Tidak Boleh Mengubah Konstitusi untuk

Melegitimasi Pelanggaran Konstitusi

e Konstitusi dilandasi konstitusionalisme. Duniny Incrsyares Wiscana Tunds Bernils

* Pembatalan Pemilu 2024 dan Perpanjangan masa Jabatan, Pelecehan Konstitusi Berjemaah!
melanggar konstitusionalisme (limitation of powers).

 Kejahatan tidak menjadi benar meskipun disahkan dengan
aturan hukum.

 Pelanggaran konstitusi tidak menjadi benar dengan
mengubah konstitusi sekalipun.

 Konstitusi yang diubah, untuk melegitimasi pelanggaran
adalah pelecehan atas konstitusi (contempt of the
constitution).

 Perubahan konstitusi untuk melanggar konstitusi, batal demi
konstitusi itu sendiri (null and void by the constitution itself)

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews

denny@integritylawfirm.id
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Pembatalan Pemilu 2024 dan Perpanjangan Masa
Jabatan = Melanggar Konstitusi = Pengkhianatan
Terhadap Negara
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Presiden WAJIB Menegakkan Konstitusi

* Pasal 9 UUD 1945:

"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi
kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan
sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang
teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan
segala undang-undang dan peraturannya
dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada
Nusa dan Bangsa”.

denny@integritylawfirm.id



Pembatalan Pemilu 2024 dan Perpanjangan Masa Jabatan

Adalah Pengkhianatan terhadap Negara

* Pembatalan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa
Jabatan melanggar konstitusi.

* Pelanggaran konstitusi menurut penjelasan 169 huruf
d UU Pemilu adalah pengkhianatan terhadap negara:

* Yang dimaksud dengan “tidak pernah mengkhianati

nhegara” ... tidak pernah melanggar Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

* Pengkhianatan terhadap negara adalah pintu masuk
pemberhentian Presiden (Pasal 7A UUD 1945)

Jokowi Ceroboh Bolehkan Isu
Pembatalan Pemilu Berkembang,
Guru Besar HTN: Presiden

Melanggar Konstitusi, Bisa
Dimakzulkan!

denny@integritylawfirm.id



Presiden Berpotensi Dimakzulkan

B b

i3
ou| T

Tipu Daya Judh Opsl Biner Perang Rusia-Ukraira di Mata
{ B4 Dua Dunta Besar + 5!

* JIKA terbukti menyetujui pembatalan pemilu 2024,
dan setuju perpanjangan masa jabatan, APALAGI
IKUT MENGINIASI rencana tersebut, Presiden Jokowi

dapat dipecat dari jabatan.
» Karena masuk delik “pengkhianatan terhadap negara”

* Meskipun tentu tergantung proses politik di DPR, MK
dan MPR.

MALU-MAU
MENUNDA
PEMILU

Aroma Busuk Penundaan Pemilu | kumparan+

Pemilu 2024 dua tahun lagi. Nyanyian sumbang kian

santer terdengar. Ada lobi sistematis agar pemilu

denny@integritylawfirm.id



Presiden terjebak Delik

Pengkhianatan terhadap Negara

Jika terbukti
melanggar
konstitusi

*Presiden
berpotensi
dimakzulkan

Kompas.com > News > Nasional

Jimly: Jika Amendemen Konstitusi
demi Atur Masa Jabatan Presiden, &

Ada Potensi Presiden Dimakzulkan
Kompas.com, 8 Maret 2022, 13:33 WIB
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l Jabatan Presiden

1 Menteri Luhut Pandjaitan bermanuver mengegolkan
L
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WHAT’S NEXT?

a. Selamatkan Presiden Jokowi dari
melanggar konstitusi, yang masuk delik
pengkhianatan terhadap negara dan bisa
dimakzulkan.

b. Tolak pembatalan Pemilu 2024 dan
perpanjangan masa jabatan Presiden,
bahkan dengan mengubah UUD 1945
sekalipun.

c. Fokus pada pelaksanaan Pemilu 2024,
jangan ada rekayasa pembatalan.

denny@integritylawfirm.id
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INTEGRITY Programs

INTEGRITY Scholarship
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LEGAL ADVOCACY TRAINING

"MEMBANGUN SISTEM ANTIKORUPSI DI KORPORASI

INTEGRITY Constitutional Discussion ‘

INTEGRITY Legal Training
INTEGRITY Legal Update

INTEGRITY Client Alert

INTEGRITY Constitutional Advocacy
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" | INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #2

URGENS!I AMANOEMEN KONSTITUS D8 TENGAM PANDE M
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PRO-KONTRA TWGA PEROOE MASA JABATAN PRESIDEN
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